
BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ttNGKAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN ttrEWENANG ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bah、va untuk kelancaran dan ketertiban adnlinistrasi kepega、 vaian,
maka  perlu  untuk  mendelegasikan  sebagian  、ve、venang
penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian;

bahⅥ′a berdasarkan pertimbangan sebagailllana dilnaksud pada
huruf a, maka perlu meneね pkan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian Sebagianヽ Veurenang atau Pembenan Kuasa Dalam
Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepega、 vaian;

Undang― Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacrah Otonom Kabupaten―  Kabupaten ddalln Lingkungan
Propinsi Sumatera Utara (Lembarall Negara Republik lndonesia
Tahun 1956 Nornor 58);

Undang¨ Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
6,Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494);

Undang― Undang Nomor 23 Tahun 2014 ter.tang Pemerintah
Daerah(Lel■baran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
244,Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang…
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang― Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tenね ng Pemerintahan
Daerah(Lerrlbaral■ Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tttbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tenねng Penlindahan
lbukota Kabupaten Dati H Langkat dari Wilayah Kodya Dati H
Bll可ai ke Kota Stabat di Wilttah Kabupaten DatlII Langkat;

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4.



5.

6.
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilttah Kotamadya DatiII Bittai,Kabupattn DatiII Langkat
dall Kabupaten DatiII Deli Serdangi

Peraturalll PemeAntah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pega、vai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4017);

Peraturan  Peme五 ntah  Nomor  100  Tahun  2000  tentang
Pengangkatan Pcgawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4018)
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Peme五 ntah Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil]Dalam
Jabatan Struktural(Lerrlbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2002 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4149);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Nege五 Sipil(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gtti
Pegawai Negeri Sipil(Lembar Negara Republik lndonesia Nomor ll
Tahun 1977)sebagairnana telah beberapa kali diubah dan terakhir
dengan PeraturarI Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan KetuJuh Belas Atas Peraturan Perne五 ntah Nomor 7
Tahun 1977 tenね ng Peraturan(3aji Pegawai negeA Sipil(Lelnbaran
Negera Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 123);

10.Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang Manttemen
Pega、vai Negeri Sipil;

11.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pedoman Krite亘 a Penetapan Kbcelakaarl Ketta,
Cacat,Dan Pen_vakit Akibat Ketta Serta Kritena Penetapan Tewas
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

12.Peraturan Kepala Badan Kepega褻ヽian Negara Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembe五 an Pertirrlbangan Teknis Pensiun
Pegawai Negen Sipil dan Pensiun 」anda/Duda Pegawai Negeri
Sipil;

13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Langlcat (Lembaran  Daerah
Kabupaten langkat Nomor 01 Tahun 2015,Tambahan Lembaran
daerah Kabupatelll Langkat Nomor 29);

MEMUTUSKAN I

PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PENDELEGASIAN  SEBAGIAN
WEWENANG ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN

7.

8.

9.

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalarn Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pcmerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara peme五ntahan
daerah yang  merniFrlpin  pelaksanaan  urtlsan  pemerintahan yang men」 adi
kewenangan daerah otonom.

3.Bupati adalah Bupati Langkat.

4.Sekretarls Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.

5.Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau pembe五 an kewenangan dari
Bupati kepada Pttabat strtlktural tertentu di Linttungan Pemenntah Daerah atas
nama jabatannya  sendi量   untuk menandatangani  Naskah  Dinas dibidang
kepega、vaian.

´｀6. Paabat yang berwenang adalah pttabat Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang
benvenang lrlembina dan inenganrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Pclnberi Kuasa adalah pemberian kuasa olch Bupati kepada Paabat struktural di
Lingkungan Peine五 ntah Daerah atas nanla Bupati untuk menandatangani Naskah
Dinas di Bidang Kepega、 raiarL.

8.Pttabat yang dibe五  kuasa adalah Paabat struktural di Lingkungan Pemerintah
Daerah yang diben kuasa atas nama Bupati untuk lnenandatangani Naskah Dinas di
Bidang Kepegawaian.

9.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

10.Kepala Satuan Keづ a adalah Paabat struktural tertirl救5i dalam satual■ ketta terSebut,

serendah―rendahnya eselon III.

11.Calon Pegalvai Negeri Sipil yang selanJutnya disingkat CPNS adalah Calon Pega、 vai

Negeri Sipil Daerah.

⌒  12.Pegawai Nege五  Sipil yang selattutnya disingkat PNS adalah Pega、 va饉 Nege五 Sipil

pada Pemerintah Daerah.

13,Naskah Dinas di Bidang Kepega、vaiεビl yang diinaksud dalarn Peraturan Bupati ini
antara lain adalah Produk hukum berupa Keputusan Btlpati dan Surat‐ surat
adlninstrasi lalnnya di bidang kepega、 vaian.

BAB II
PENDELEGASIAN WEn「 ENANG

Pasa1 2

(1)Mendelegasikan sebagian 睦 wenangan penandatanganal■  naskah dinas di bidalllg
kepega、lralan kepada:
1。  Sekretaris IDaerah
2.Kepala Badan Kepegawaian Daerah
dengan 五ncian pendelegasian sebagairnana tersebut dalam Larnpiran PerattLran
Bupati ini.

(2)Kewenangan di bidang kepegawaian yang tidak tercanturrl dala璽 l Lampiran Peraturan
inl,tctap lncn」adi kcwenangan Pttabat yang berwenarlg.



（

）

Pasa1 3

(1)Pelaksanaan ke、、rellangan yang dilirrlpahkan oleh Pttabat Pemberi Kuasa kepada

Pttabat yang diberi kuasa sebagaiinana ditetapkan dalam Peraturan ini
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturarl Perundang―
undangan.

(2)Pttabat yang diberi kuasa lnenandatangani naskah dinas di bidang kepega、 ιraiarl,

sebagaiinana dilnaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat membe五 kan kuasa
dilnaksud kepada Paabat lain di lingkungannya, paling rendah 」abatan
AdFniniStrator,  yang ditetapkan  derlgan  surat  keputusan  Kepala  Badan
Kepega■vaian Daerah.

Pasa1 4

Apabila tettadi kekosongan pada jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah,
maka pelaksanaan kewenangannya dialihkan kepada Sekretaris Daerah.

Pasa1 5

Pttabat yang berwenang sebagaiinana dilnaksud dalarn Pasa1 3, melaporkan
pelaksanannya secara tertulis kepada Bupati.

BAB IH
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten i,angkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal   B!‐ 2-  2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
padatanggal 3n -'t - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN

Salinan sesuai dengan aslinya

2019 NOMOR 3

HUKUM,

ALI
NIP.1 308032002121005



LAMPIRAN PERATURAN BUPA丁lLANGKAT
NOMOR : ら"ЙMυ レ P_ot'
TANGGAL:  ら  ` シ sc、凛ち¢い ユ0,
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIANヽ 〃EWENANG
ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS DI BIDANG KEPECAWAIAN

SUSUNAN PENDELEGAS:AN KttWENANGAN UNTUK PEttANDATANCANAN NASKAH D:NAS DIB:DANG KEPEGAWA:AN

NO PE』 A8・AT VANG DIBERI KUASA JttNIS KEヽ訂ENANGAN YANG DiDELEGASIKAN
KLASiF:KASiGOLo RUANC DAN

ESELON
KETERANGAN

1 SEKRttTARIS DAERAH

L. Petikan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lanskat.

Eselon il.b′ ‖l′ dan lV

2. Petikan Keputusan Bupatitentang Pembebasan dan Pengangkatan kembali dalam

Jabatan Funesional.
Semua Golongan ruang

3. Surat pernvataan pelantikan iabatan Pirllpinan ttinggi Pratama′ Jabatan

Administratorf dan」 abatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Eselon il.b′ ‖|′ dan lV

4. Surat Pernyataan Masih Mendudukiiabatan TSPMMJ). Esselon il.b′ l‖ ′dan iV

5. Surat Perintah Melaksanakan Tuqas {SPMT). Esselon ll,b′ ‖|′ dan lV

6. Petikan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan

Fungsional yang diberitugas tambahan seba6ai Kepala UPT di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Langkat.

Golongan ruang lll/b l<eatas

7, Surat Perintah Pelaksana Tugas/ Pelaksana Harian dalam Jabatan Administrator dan

Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
Golongan ruang lll/a keatas

8. Surat usul Pemberhentian / pertimbangan teknis pemberhentian karena mencapai
Batas Usia Pensiun, Janda/Duda PNS, dan Pensiun atas Permintaan Sendiri

Golongan ruant lV/b keatas

9. Surat usul penetapan tewas bagi pegawai aparatur sipil negara Semua Golongan ruang



10.Surat:zin Cuti 13esar dan Cuti Karen3ノ キlason Penting.

Senl贖 3 Go10ngttn rむ ang′ 重sselon lll

dan iV(cuti yattg dilaksanalatt di

dab鵬 negeri)
壺.1,Stlrat penie13San dan pettlniUk terkait rriasalah pelanggaran disiplin d趣 綺pelanggarall

たofle etil(PNS kepada OPD di[ingkungan pellleritttah Kabtlpatel、 Langkat yattg sifatnya

― ―

Semua Galongan ruang

12.Surat rtteminta atau ttettberikan penielaSan kepeda Pengadilan′ KttakS3an,

KepOlisi31n dan lnstansilain berkenaan dorlgan lnasalalal PNS yan8 tersangttut dal緞
J漱

―

m・
― ―

Semua Golongan ruang

i"3" sr"rrat Pengantrr pengajuan usul Satyalancana Karya satya x, xx, xxx rahun ke
6ubernur Sumatera Utara.

Semua GolorTgan ruang

1"4. Surat Permintaan Pengujian Kesehatan l<epada Tim Penguji Kesehatan Pegawai
Neserj. SipjL

Sernua Golongan ruang

螢畳三型ヱ1■ _旦壺Jar iettang Strata 2′ Strate l′ d3喬 伽ploma. Semua Golongan ruanfl
旦牲整整Fi1lК I辱 3ζ ah jeniang S「 ata 2,Strata l da6 Diploma. Semua Golongan ruang

l-7. Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Kepen'limpinan Tingkat lil dan
tv" [sselon lll dan lV

L8. Surat Ferintah Penugasan Pendidikan dan Felatihan l'eknis dan Funssional Semua Golongan ruang
19.Pengembilan SuFlpah/Janil PegaWal Negeri Sipil dOn 8erita Acara Pengambilan

i選到茎山/JaniI Pttyel ttegeri sipll、
Gr:longan ruang llllb kebawah

戯
KttPALA ttADAN KEPECAWA:AN

DAttRAH
L. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri 5ipil Daerah. Golongan ruang lllld kebawah

2. Petikan Keputusan Bupatitentang Pengangl<atan Calon Pegawai Negerisipil Daerah
mgfadiPegawai Negeri Sipii Daerah"

Galongan ruang llllb kebawah

3.Nota usulatt dan Pertirη bangan Persetujuan kepada Badan Kepeg3、 valarl Negara

tentang Pengangkatan Calon Pega、 vai Negeri sipil D∂ creh dan Pengarlgl(atan Calon

Pegawai Negett S:p:I Daeraれ meniadi Pegawai Negeri Sipil Daerah vang lebih da轟 1(sさ tじ )

tahurl.

Golongan ruans lil/b kehawah

4. Fetikan Pengangkatan Pertama dan Penyesuaian Jabatan Fungsional di Lingkungan

?qnreri ntah t{abUpqlgn Langkat.
Golongan ruang lVlb kebawah

5.Petikan卜醐utasi dan Pettempatan PttS di Lingkungan Pemerintah Kabupetttn Langkat, Semua Golongan ruang

6. Petikan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipii di Lingkungan Pemerir"ltah Kabupaten

Ls-ogkqt,
Golongan ruaFlg‖ !/d kebawab

7 Peξ iken Peninittuan ttasa ke嘔 8 PegaW3:Negeri S:pil. Semua Golongan ruang



8. Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai NeeeriSipil Golongan ruang lV/b kebawah

9. Surat usul Pemberhentian / pertimbangan teknis pemberhentian karena mencapai
Batas Usia Pensiun, Janda/Duda PNS dan Pensiun Atas Permintaan Sendiri.

Golongan rLrang lV/b kebawah

L0. Keputusan Penetapan l(ecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Semua 6olongan ruang

11. Surat izin CutiTahunan, Cuti Sakit, dan surat izin Cuti Melahirkan.
Semua Golongan ruang, Esselon lll
dan lV (cuti yang dilaksanakan di

12. Surat rnemberikan penjelasan tentang penghitungan sementara besaran pensiun
pol+ok PItlS sebelum memasuki Batas Usia Pensiun kepada lnstansi perbankan ataupun
non perbankan di Lin Pemerintah Kabu

Semua fiolongan ruang

13. Surat Rekomendasi Permohonan Tabungan Perumahan (TAPERUM) Pegawai Negeri

ldan atau Pensiunan Peeawai Neeeri Sipil.
Semua Golongan ruang

14.Surat Pemberitahuan tentang Kenalkan Cali Berkala Pegawat Negeri Semua Golongan ruang

Salinan sesuai dengan aslinya

N IP_197308032002121005

BUPATI LANGKAT

ttd

N00GESA SITEPU
ALIMAヽ Tλ RIGAN


